KOMITMEN 1

k i Data dan Layanan Informasi L latif
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1. Kepala Biro untuk Kepemimpinan Parlemen - . .
2. Kepala Biro untuk Komunikasi Media Parlemen 7. Kepala D!v!s! Media Cetak dan Sosial
3. Kepala Biro untuk Sesi 1 8. Kepala D!v!s! Hul?ungan Masyarakat
Perumusan Pedoman dan Laporan 4. Kepala Biro untuk Sesi 2 9. Kepala Divisi Arsip dan Museum
Penilaian X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X " 10. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
5. Kepala Pusat Data dan Informasi N
(November 2018 - May 2019) 6. Tiga Kepala Divisi dari Komite Rumah (sebagai proyek 11. Pengarsip . N
percontohan) 12. IPC(Indonesia Pa}'hamentary Centgr) ,
13. PHSK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
Advokasi perekrutan anggota staf 1. Kepala Biro untuk Sesi 1
fungsional. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X | X| X| x| X X X X X X X[ X]| X| X | X]| X X X |2. Biro Perencanaan dan Keuangan
(January 2019 — August 2020)
Peningkatan kapasitas Sekretaris 1. Sekertaris Jenderal 9. Tiga Kepala Divisi Komite DPR (sebagai proyek
Jenderal dalam pengelolaan data dan 2. Kepala Badan Keahlian Parlemen percontohan).
informasi. X X X X X X B[ = = X X O I [ (et X 3. Deputi untuk Sesi. 10. Kepala Divisi Media Cetak dan Media Sosial.
4. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen. 11. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.
5. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen. 12. Kepala Divisi Arsip dan Museum.
Pemantauan dan evaluasi berkala atas 6. Kepala Biro Sesi 1. 13. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
publikasi sistem informasi legislatif. X X | X X X X X | X | X| X X X X | X | X[ X[ X| X[ X X 7. Kepala Biro Sesi 2. 14. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
8. Kepala Pusat Data dan Informasi. 15. PHSK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
Serial Workshop, pengujian publik, 1. Sekertaris Jenderal 9. Tiga Kepala Divisi Komite DPR (sebagai proyek
pemantauan dan evaluasi publikasi 2. Kepala Badan Keahlian Parlemen percontohan).
sistem informasi legislatif. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX x| X X X Xp XXXy XX X X X X X Xpxpxpxpxpx X X 3. Deputi untuk Sesi. 10. Kepala Divisi Media Cetak dan Media Sosial.
(January 2019 — August 2020) 4. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen. 11. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.
5. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen. 12. Kepala Divisi Arsip dan Museum.
6. Kepala Biro Sesi 1. 13. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
Pengembangan aplikasi Sileg. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | x| X X X X X X | X| X| x| X X X X X X X[ X| X| X | X]| X X X 7. Kepala Biro Sesi 2. 14. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
(January 2019 — August 2020) 8. Kepala Pusat Data dan Informasi. 15. PHSK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen.
Serial Focus Group Discussion (FGD), 2. Kepala Biro Sesi 1.
Workshop, Monitoring dan Evaluasi. X X X X X X X X | x| X X X X X X | X| x| x| X X X X X X X | X| X X X | X X X |3. Kepala Biro Sesi 2.
4. Tiga Kepala Divisi Komite DPR (sebagai proyek percontohan).
5. Kepala Divisi Organisasi, Sistem, dan Prosedur
KOMITMEN 2
Promosi f: Teknologi Informasi Parlemen

Research Assessment dan policy paper tentang tata kelola dan pelayanan website oleh DPR RI. Dengan tujuan mendapatkan feedback dari pengguna baik internal & eksternal terkait kepuasan penggunaan website dan aplikasi pelayanan parlemen dan
pelayanan informasi DPR Rl dalam perspektif pengguna. Aplikasi yang di assess yaitu Website & Mobile DPR, PPID, Pengaduan Masyarakat, Rumah Aspirasi, dan DPR Now. Assess akan dilakukan dengan metode survey/kuesioner(e-Survey jika
memungkinkan) dengan koresponden internal yaitu; Unit Kerja/ Pegawai Setjen BK / TA, SAA dan koresponden eksternal yaitu; LSM/Masyarakat. Aspek yang akan di survey yaitu; Aspek Sistem, Aspek Pengguna, dan Aspek Interaksi dengan menggunakan
Usability Testing Model sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan aplikasi.
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1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen. o "
2. Kepala Pusat Data dan Informasi 7. Kepala D!V!S! Pengadu.an PUbI,Ik'

Penilaian penelitian 3. Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen. 8. Kepala Divisi Sekretariat Komite

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X " " 9. Staf Tl Fungsional

4. Kepala Biro Sesi 1. i
5. Kepala Biro Sesi 2. 10. Staf Fungs\o.nal HL{bungan Masyarakat.
6. Kepala Divisi pada Berita Cetak dan Media Sosial. 1. IPC{Indonesia Parliamentary Center)
1. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen. 7. Kepala Divisi Pengaduan Publik.
2. Kepala Pusat Data dan Informasi 8. Kepala Divisi Sekretariat Komite

Design website ) Px [ ox x| x| ox Pxfx x| ox x| x x| x| ox | oxpox [l x| x| x| x [ x| x| x| x [ p x| x| x [ x| x [ x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x |3 KepalaBiroKomunikasi Media Parlemen. 9. staf I Fungsional

(January 2019 — August 2020) 4. Kepala Biro Sesi 1. 10. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat.
5. Kepala Biro Sesi 2. 11. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
6. Kepala Divisi pada Berita Cetak dan Media Sosial. 12. WFD(Westminster Foundation for Democracy)
1. Deputy Secretary General on Sessions.

. o 2. Head of Bureau for Parliamentary Leadership. 8. Kepala Divisi Pengaduan Publik.

Pelu?curan/peresmlan aplikasi secara 3. Head of Data and Information Center 9. Kepala Divisi Sekretariat Komite

publik X X X X X X|x[X X X X x| X X X X x| x)x % % AN R I N (R (R R (R AN A I (e 4. Head of Bureau for Parliamentary Media Communications 10. Staf Tl Fungsional
5. Kepala Biro Sesi 1. 11. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat.
6. Kepala Biro Sesi 2.




KOMITMEN 3
Promosi Tr i Informasi Publik Parlemen

Komitmen 3 ini mengacu pada penguatan keterbukaan informasi publik di parlemen(DPR RI). PPID selaku pejabat pengelola informasi dan dokumentasi akan melaksanakan workshop, pemeringkatan, dan mengelola website. Kegiatan Penyusunan tools
pemeringkatan, mengundang IPC akan dilaksanakan pada 5 Maret 2019, Rapat progres website baru dengan BDTI akan dilaksanakan pada 6 Maret 2019, dan di mlnggu ke-2 bulan Maret 2019 akan dilaksanakan pameran Legal Expo Manado. Sedangkan
Workshop/FGD akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Maret 2019(tanggal belum fix), Workshop tsb dilakukan dengan Kaset AKD, Sekertariat: “P per informasi publik menyesuaikan dengan: SOP PPID yang ada”.
Pengumuman Website baru dan pemeringkatan akan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2019(tanggal belum fix).
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Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen
Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen
Kepala Biro Sesi 1

Kepala Biro Sesi 2

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat

6. Kepala Divisi Organisasi, Sistem, dan Prosedur
7. Kepala Divisi Arsip dan Museum

8. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik
9. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat

Workshop tentang pedoman manajemen| X X X X X X X X X X X | X X X X X X | X[ X X X X X[ X | X| X | X[ X

informasi publik
(November 2018 —July 2019)

Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen
Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen

Pengembangan alat evaluasi

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat.
Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik.

Implementasi alat evaluasi

Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen
Kepala Biro Komunikasi Media Parlemen
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat

Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik
Staf Fungsional Hubungan Masyarakat

Peluncuran/peresmian alat peringkat

Komite Legislasi

Pusat Penyusunan Legislatif

. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Divisi Hubungan Masyarakat

Revisi Peraturan Dewan Perwakilan X X X x| x| x| x| x| x| x| x X
Rakyat Republik Indonesia.
(October 2018 — July 2020)
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KOMITMEN 4
Per Road Open Parliament Ind
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1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |8. Kepala Pusat Penelitian
2. Kepala Badan Keahlian DPR 9. Peneliti
Survei dasar tentang konstituen 3. Wakil Se!(retaris Jef\de{'ﬂ tentang Sesi 10. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X 4, Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 11. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
(October 2018 -~ September 2019) 5. Kepala Biro untuk Berita Parlemen dan Komunikasi Media 12. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
6. Kepala Biro Sesi 1 13. WFD(Westminster Foundation for Democracy)
7. Kepala Biro Sesi 2

oy

. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kepala Badan Keahlian DPR 8. Kepala Pusat Penelitian

9. Peneliti

2. Wakil Sekretaris Jenderal tentang Sesi .
Perumusan dokumen roadma 3. Kepala Biro Kepemimpinan Parlemen 10. staf Fungsional Hubungan Masyarakat
P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X[ X[ X]| X| X X X X X X X | X| X| X[ X] X X X . " B - 11. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
(January 2018 — August 2020) 4. Kepala Biro Komite untuk Kerja Sama Antar Parlemen N o )
. L 12. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Parlemen i 3
. . 13. WFD(Westminster Foundation for Democracy)
6. Kepala Biro Sesi 1
7. Kepala Biro Sesi 2
1. Pimpinan DPRRI
2. Komite Rumah Tangga 10. Kepala Pusat Penelitian
3. Komite untuk Kerjasama Antar-Parlemen 11. Peneliti
Diskusi tentang Roadmap Open 4. Sekretaris Jenderal DPR RI 12. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
Parliament Indonesia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X | X| X| x| X X X X X X X[ X]| X| X | X]| X X X |5. Kepala Badan Keahlian DPR 13. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
(October 2018 — June/July 2020) 6. Biro Humas dan Komunikasi Parlemen 14. PSHK(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
7. Biro Komite untuk Kerja Sama Antar Parlemen 15. WFD(Westminster Foundation for Democracy)
8. Kepala Biro Sesi 1
9. Kepala Biro Sesi 2

KOMITMEN 5



Mendirikan Lembaga Open Parliament Ind i |
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1. Pimpinan DPRRI 7. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
2. Komite untuk Kerjasama Antar-Parlemen 8. Pusat Penelitian
Perumusan makalah kebijakan tentang 3. Sekjen DPR RI 9. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
lembaga model OPI X | X X X 4. Badan Keahlian DPR 10. WFD((Westminster Foundation for Democracy))
(November 2018 — April 2019) 5. Biro Kepemimpinan Parlemen
6. Biro untuk Kerjasama Antar-Parlemen
1. Sekjen DPRRI 6. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Perumusan Surat Keputusan Struktur 2. Badan Keahlian DPR 7. IPC(Indonesia Parliamentary Center)
Organisasi Parlemen Terbuka Indonesia X X 3. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Sesi
berdasarkan prinsip kolaborasi dan 4. Biro Kepemimpinan Parlemen
kreasi bersama S. Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Parlemen
1. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Sesi 7. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat
. . . 2. Biro Kepemimpinan Parlemen 8. Kepala Divisi Sistem Organisasi, dan Prosedur
Perumusan mekanisme implementasi " I .
opl X X 3. Biro Hum.as dan. Komunikasi Parlemen 9. Kepala Divisi Arsip dan Museum
4. Kepala Biro Sesi 1 10. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi Publik
5. Kepala Biro Sesi 2 11. Staf Fungsional Hubungan Masyarakat
6. Kepala Pusat Data dan Informasi 12. Tim OPI
Monitoring dan evaluasi X X 1. Sekretariat OPI
Membuat laporan X X 2. Inspektur Jenderal




